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ABSTRAK 
UMMU KALSUM (E211 13 015), Analisis Kompetensi Pegawai di Sekretariat 
Daerah Kabupaten Barru, xiv + 86 Halaman + 1 Gambar + 27 Pustaka (1993-
2013) + 6 Lampiran. Dibimbing Oleh Prof. Dr. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si dan 
Dr. Gita Susanti, Msi 
 
 
Pemerintah Kabupaten Barru sebagai penerima kewenangan dalam 
tugas pemerintahan juga melaksanakan pengembangan sumber daya manusia. 
Salah satu unit kerja pada Pemerintah Daerah tersebut adalah Sekretariat 
Daerah Kabupaten Barru sebagai pusat perkantoran kepala daerah dalam 
menjalankan tugas pokoknya. Organisasi ini dituntut untuk menghasilkan kinerja 
baik secara individual maupun secara kelompok. Untuk menunjang kinerja 
seorang pegawai atau aparatur sipil negara diperlukan pegawai atau aparatur 
yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pada suatu 
instansi pemerintah.  
 
Tujuan penelitian ini adalah adalah untuk mengetahui kompetensi 
pegawai dilihat dari aspek pengetahuan, keterampilan, konsep diri, karakteristik 
pribadi, dan motif pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Barru dalam 
menjalankan tugasnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah 
metode kualitatif dan teknik analisis data adalah deskriptif. Teknik pengumpulan 
data adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen sedangkan sumber data 
yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. 
 
Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa kompetensi pegawai di 
kantor sekertariat daerah Kabupaten Barru sudah terlaksana. Hal ini dapat dilihat 
berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh spencer yaitu pengetahuan, 
keterampilan, konsep diri dan nilai-nilai, karakteristik pribadi dan motif. Namun 
untuk indikator keterampilan pegawai memerlukan pelatihan guna mengasah 
keterampilan atau kemampuan yang dimiliki sehingga dapat memaksimalkan 
kinerjanya. 
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ABSTRACT 
 
 
UMMU KALSUM (E211 13 015), Analysis of Employee Competence in 
Regional Secretariat Barru, xiv + 86 Page + 1 Image + 27 Library (1993-2013) 
+ 6 attachment. Supervised by Prof. Dr. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si dan Dr. 
Gita Susanti, Msi 
 
 
               Barru government as the recipient authority in the task of government is 
also implementing human resource development. One unit at the Regional 
Government is the Regional Secretariat Barru as regional head office center in 
carrying out its mission. These organizations are required to produce 
performance both individually and in groups. To support the performance of an 
employee or civil apparatus required state employees or officials who have 
competence in accordance with the needs required in a government agency. 
 
 The purpose of this study was to determine the competence of 
employees is viewed from the aspect of knowledge, skills, self-concept, personal 
characteristics, and motive employees in Barru Regional Secretariat in carrying 
out its duties. The research method used was qualitative methods and 
techniques of data analysis is descriptive. Data collection technique were 
interview, observation and document while the source of the data used comes 
from the primary data and secondary data. 
 
 From this study we concluded that the competence of employees in the 
secretariat office area Barru been implemented. It can be seen based on the 
indicators proposed by spencer namely knowledge, skills, self-concept and 
values, personal characteristics and motives. But for the indicator employee's 
skills need training in order to sharpen their skills or capabilities in order to 
maximize performance. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1 Latar Belakang 
Manajemen kepegawaian dan sumber daya manusia sangat penting bagi 
instansi dalam mengelola, mengatur, dan memanfaatkan pegawai sehingga 
dapat berfungsi secara produktif untuk tercapainya tujuan instansi. Sumber daya 
manusia di instansi perlu dikelola secara profesional agar terwujud 
keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan kemampuan 
organisasi. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama instansi agar dapat 
berkembang secara produktif dan wajar. Dengan pengaturan manajemen sumber 
daya manusia secara profesional, diharapkan pegawai bekerja secara produktif. 
Pengelolaan pegawai secara profesional ini harus dimulai sejak perekrutan 
pegawai, penyeleksian, pengklasifikasian, penempatan pegawai sesuai dengan 
kemampuan, penataran, dan pengembangan kariernya (Mangkunegara: 2001). 
Pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi, baik itu 
organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Dikatakan bahwa pegawai 
merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu 
organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang memimpin 
dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut. Pegawai 
negeri  adalah orang yang menyelenggarakan tugas-tugas negara atau 
pemerintahan, karena kedudukan pegawai negeri adalah sebagai abdi negara 
dan abdi masyarakat, juga pegawai negeri merupakan tulang punggung 
pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam 
melaksanakan pembangunan nasional. 
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Oleh sebab itu dalam rangka mendukung percepatan reformasi birokrasi, 
pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (ASN). Tujuan dari penerbitan Undang-undang ASN yang 
menggantikan UU No. 43 tahun 1999 adalah untuk mewujudkan tata kelola 
aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan 
mengembangkan dirinya dan memper-tanggung jawabkan kinerjanya serta 
menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil Negara. 
Dalam rangka menjalankan perannya sebagai pelayanan publik, perekat 
kesatuan bangsa dan pelaksana kebijakan publik setiap aparatur sipil Negara 
berhak mendapatkan pengembangan kompetensi. Lebih lanjut, kompetensi 
meliputi: 
1. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, 
pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis; 
2. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan 
struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpianan; dan 
3. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan 
dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya 
sehingga memiliki wawasan kebangsaan. 
 Berdasarkan peraturan kepala Badan Kepagawaian Negara No. 13 tahun 
2011 standar kompetensi jabatan yang selanjutnya disebut standar kompetensi 
manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki 
seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan. Sedangkan kompetensi 
manajerial adalah karakteristik yang mendasari individu dengan merujuk pada 
kriteria efektif dan atau kinerja unggul dalam jabatan tertentu. 
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 Menurut Suprapto (2002:3), dalam menetapkan standar kebutuhan 
kompetensi harus menggunakan ketentuan-ketentuan yang dapat diukur, dan ini 
lazimnya didahului dengan kegiatan riset dan pengembangan. Karena itu 
kebutuhan kompetensi aparatur pemerintah daerah di Indonesia perlu dilakukan 
dengan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh masukan dari berbagai 
pihak terkait (stakeholders) seperti: pakar, pemerintah, para cendekiawan, para 
peneliti di bidang administrasi, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga 
penelitian, dan dari masyarakat yang dilayani.  
Namun dalam kenyataan dan harapan masyarakat untuk mendapatkan 
pelayanan yang berkualitas dari aparatur Negara khususnya PNS belum 
sepenuhnya dapat diwujudkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa, di satu sisi 
aspirasi masyarakat semakin tinggi seiring dengan semakin tingginya tingkat 
kesadaran dan pendidikan masyarakat. Di sisi lain menunjukkan kontradiksi 
ketidaksiapan aparatur pemerintah terhadap tuntutan dan harapan masyarakat 
tersebut. 
Eksistensi aparatur sipil Negara perlu mendapat perhatiaan khusus, 
berkaitan dengan strategi peningkatan kualitas dan kompetensinya. Peningkatan 
kompetensi aparatur sipil Negara dalam mengemban tugas atau jabatan birokrasi 
melalui diklat adalah berorientasi pada standar kompetensi jabatan sesuai 
tantangan reformasi dan globalisasi yang tentu saja disesuaikan dengan 
kebutuhan stakeholder-nya. Oleh karena itu diklat perlu terus ditingkatkan agar 
aparatur sipil Negara benar-benar memiliki kompetensi dalam melaksanakan 
tugasnya secara professional 
Kompetensi jabatan aparatur sipil Negara (ASN) secara umum berarti 
kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil. 
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Adapun karakteristik kompetensi menurut Spencer dan Spencer (dalam Palan, 
2007:9), menguraikan lima jenis karakteristik kompetensi yaitu: Pengetahuan, 
Keterampilan, Konsep diri dan nilai-nilai, Karakteristik pribadi dan Motif. 
Karakteristik tersebut diperlukan untuk menciptakan aparatur yang memiliki 
semangat pengabdian yang tinggi dalam melayani masyarakat. Untuk itu 
diperlukan strategi peningkatan kompetensi aparatur sipil Negara, dimana 
kompetensi yang memadai merupakan sesuatu yang sangat mutlak yang perlu 
dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah. 
Pemerintah Kabupaten Barru sebagai penerima kewenangan dalam 
tugas pemerintahan juga melaksanakan pengembangan sumber daya manusia. 
Salah satu unit kerja pada Pemerintah Daerah tersebut adalah Sekretariat 
Daerah Kabupaten Barru sebagai pusat perkantoran kepala daerah dalam 
menjalankan tugas pokoknya. Organisasi ini dituntut untuk menghasilkan kinerja 
baik secara individual maupun secara kelompok. Untuk menunjang kinerja 
seorang pegawai atau aparatur sipil negara diperlukan pegawai atau aparatur 
yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pada suatu 
instansi pemerintah.  
Namun kenyataan yang terlihat saat ini pada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Barru adalah masih kurangnya upaya pengembangan sumber daya 
manusia, khususnya peningkatan profesionalisme pegawai sehingga 
produktivitas kerja menurun. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pegawai 
atau aparatur yang tidak kompeten dalam menjalankan tugas pekerjaannya, 
sementara itu pengetahuan pegawai akan pelaksanaan tugasnya sangat 
menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas dengan baik. Masalah lainnya 
yang ditemui pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barru adalah masih ada 
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pegawai yang ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, 
sementara itu pendidikan seseorang dapat dianggap sebagai penunjang kualitas 
dan kapasitas pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ditemukan pula 
masih banyaknya pegawai yang sering menunda perkerjaan dan kurang memiliki 
rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan mereka. 
Beberapa masalah tersebut diidentifikasi sebagai faktor yang 
menunjukkan bahwa pengembangan pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten 
Barru belum optimal, sehingga mempengaruhi produktivitas kerja pegawai. Hal 
ini bisa mempengaruhi kompetensi Pegawai yang kurang efektif sehingga dalam 
pelaksanaan tugasnya sering kali tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, 
berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan kajian dan 
penelitian dengan judul “Analisis Kompetensi Pegawai di Sekretariat Daerah 
Kabupaten Barru”. 
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I.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah yaitu 
Bagaimana kompetensi pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Barru? 
 
  I.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka 
tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui kompetensi pegawai dilihat 
dari aspek pengetahuan, keterampilan, konsep diri, karakteristik pribadi, dan 
motif pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Barru dalam menjalankan 
tugasnya. 
 
I.4 Manfaat Penelitian 
 Dari tujuan diatas diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk: 
1. Akademis  
Dapat memperdalam teori tentang kompetensi pegawai serta dapat 
berguna sebagai hasil temuan yang dapat menunjang pengembangan 
ilmu pengetahuan.  
2. Praktis  
Manfaat praktis dalam penelitian ini, diharapkan akan memberikan 
masukan/evaluasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam rangka 
meningkatkan kompetensi pegawai.  
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3. Manfaat Bagi Penulis  
Kegunaan bagi penulis, dapat menambah dan memperluas wawasan dan 
pengetahuan penulis dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) terkait 
masalah yang diteliti, serta merupakan tugas akhir bagi peneliti untuk 
mendapatkan gelar sarjana. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
III.1 Pendekatan Penelitian  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang 
bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui 
pengumpulan data. Penelitian ini muncul karena adanya perubahan paradigma 
sehingga dapat dipandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, 
dinamis dan penuh makna.  
Menurut Bodgan dan Biklen dalam Sugiyono (2003:9), secara umum 
penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut :  
1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan 
peneliti adalah instrumen kunci 
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul 
berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada 
angka.  
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau 
outcome 
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif  
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna data dibalik yang teramati.  
 
III.2 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Barru  
dengan topik yang diteliti mengenai analisis kompetensi pegawai di Sekretariat 
Daerah Kabupaten Barru 
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III.3 Tipe dan Dasar Penelitian  
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran, penjelasan yang tepat secara 
obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.  
Dasar penelitiannya adalah wawancara kepada narasumber/informan 
yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan 
rumusan masalah penelitian. 
III.4 Fokus Penelitian 
 Fokus Penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data 
sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan 
pemahaman dan cara pandang terhadap penulisan karya ilmiah ini, maka penulis 
akan memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap 
penelitian karya ilmiah ini yaitu sebagai berikut: 
Berikut ini akan diuraikan secara rinci masing-masing karakteristik 
kompetensi sebagaimana yang dikemukakan oleh Spencer dan Spencer (1993), 
sebagai berikut : 
1. Pengetahuan 
Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan 
tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan 
yang cukup akan meningkatkan efisiensi organisasi. Namun bagi pegawai yang 
belum mempunyai pengetahuan cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat. 
Pemborosan bahan, waktu dan tenaga serta faktor yang lain akan diperbuat oleh 
pegawai berpengetahuan kurang. Pemborosan ini akan mempertinggi biaya 
dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengetahuan meliputi kompetensi analytical 
thinking (AT) yaitu kemampuan pegawai dalam menganalisis masalah dalam 
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tugasnya, conceptual thinking (CT) yaitu kemampuan pegawai dalam 
menjabarkan masalah dalam tugasnya, technical/professional/managerial 
expertise (EXP) yaitu bagaimana atasan menjelaskan kepada bawahan tentang 
penyelesaian masalah tersebut 
2. Keterampilan 
Pegawai yang mempunyai kemampuan kerja yang baik, maka akan 
mempercepat pencapaian tujuan organisasi, sebaliknya pegawai yang tidak 
terampil. akan memperlambat tujuan organisasi. Untuk pegawaipegawai baru 
atau pegawai dengan tugas baru diperlukan tambahan kemampuan guna 
pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Menurut Spencer dan 
Spencer (1993), dikutip oleh Sutoto (2004), cluster keterampilan meliputi 
kompetensi concern for order (CO) yaitu pengaruh pengaturan kerja atau 
instruksi yang diberikan kepada bawahan, initiative (INT) yaitu inisiatif pegawai 
dalam menjalankan tugasnya, impact and influence (IMP), dan information 
seeking (INFO) yaitu proses atasan dalam memotivasi bawannya dalam 
menjalankan tugas 
3. Konsep Diri dan Nilai-nilai 
Konsep diri dan nilai-nilai merujuk pada sikap. Disamping pengetahuan 
dan ketrampilan pegawai, hal yang perlu diperhatikan adalah sikap atau perilaku 
kerja pegawai. Apabiia pegawai mempunyai sifat yang mendukung pencapaian 
tujuan organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan 
kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Menurut Spencer dan 
Spencer (1993), dikutip oleh Sutoto (2004), cluster ini mencakup kompetensi 
developing others (DEV) yaitu bawahan mengikuti pelatihan dan bagaimana 
dampaknya terhadap kinerjanya, directiveness:assertiveness and use of 
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positional power (DIR) yaitu seberapa intens interaksi atasan terhadap bawahan, 
teamwork and cooperation (TW) yaitu bagaimana interaksi tersebut dapat 
membuat bawahan lebih kooperatif untuk bekerja secara tim, team leadership 
(TL) yaitu bagaimana pegawai dapat memahami keinginan, perasaan atau 
pemikiran dalam rekan kerja, interpersonal understanding (IU), dan customer 
service orientation (CSO) yaitu seperti apa tingkat keinginan pegawai dalam 
melayani. 
4. Karakteristik Pribadi 
Karakteristik pribadi merupakan cerminan bagaimana seorang pegawai 
mampu/tidak mampu melakukan suatu aktivitas dan tugas secara mudah/sulit 
dan sukses/tidak pernah sukses. Menurut Spencer dan Spencer (1993), dikutip 
oleh Sutoto (2004), cluster ini mencakup kompetensi self control (SCT) 
merupakan kemampuan untuk mengendalikan emosi diri sehingga mencegah 
untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif pada saat ada cobaan, 
khususnya ketika menghadapi tantangan atau penolakan dari orang lain atau 
pada saat bekerja dibawah tekanan, self confidence (SCF) yaitu bagaimana 
kepercayaan diri pegawai terhadap kemampuannya, flexibility (FLX) yaitu 
bagaimana pegawai dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan kerja, dan 
organizational commitment (OC) yaitu merupakan kemampuan dan kemauan 
seseorang untuk mengaitkan apa yang diperbuat dengan kebutuhan, prioritas 
dan tujuan organisasi; berbuat sesuatu untuk mempromosikan tujuan organisasi 
atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi; dan menempatkan misi organisasi 
diatas keinginan diri sendiri atau peran profesionalnya. 
. 
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5. Motif 
Motif adalah kekuatan pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku 
guna mencapai tujuan kepuasan dirinya. Menurut Spencer dan Spencer (1993), 
dikutip oleh Sutoto (2004), Cluster ini mencakup organizational awareness (OA) 
merupakan kemampuan untuk memahami hubungan kekuasan atau posisi dalam 
organisasi, relationship building (RB) merupakan besarnya usaha untuk menjalin 
dan membina hubungan sosial atau jaringan hubungan sosial agar tetap hangat 
dan akrab, dan achievement orientation (ACH) merupakan derajat kepedulian 
seorang pegawai terhadap pekerjaannya, sehingga terdorong berusaha untuk 
bekerja lebih baik. 
III.5 Narasumber atau Informan 
Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang 
yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. 
Penelitian mengenai kompetensi pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Barru 
memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung 
dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih 
akurat. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
1. Kepala Bagian Pemerintahan Umum 
2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 
3. Kepala Bagian Hukum 
4. Kepala Bagian Organisasi 
5. 7 Pegawai 
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III. 6 Sumber Data 
Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu :  
1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 
penelitian yakni di Sekretariat Daerah Kabupaten Barru, dari informan 
yang bersangkutan dengan cara wawancara dan pengamatan atau 
observasi pada Kepala Bagian Pemerintahan Umum, Kepala Bagian 
Administrasi Pembangunan, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian 
Pertanahan, dan Pegawai.  
2. Data sekunder merupakan data yang berasal dari survey lapangan dan 
diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa 
buku-buku, literature-literatur, dokumen-dokumen, laporan-laporan 
maupun arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data 
primer.  
III.7 Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Wawancara, yakni usaha teknik pengumpulan data dengan cara bertanya 
langsung kepada informan yang dipilih atau dengan mengadakan tanya 
jawab, dialog ataupun diskusi dengan informan yang dianggap 
mengetahui banyak tentang objek dan masalah penelitian yang dilakukan. 
2. Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna 
memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang 
diteliti terkait dengan analisis kompetensi pegawai di Sekretariat Daerah 
Kabupaten Barru 
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3. Studi dokumen, yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka dimana 
dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan 
permasalahan yang diteliti baik berupa literatur, laporan, jurnal, karya tulis 
ilmiah.  
III.7 Teknik Analisis Data  
Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka analisis data 
dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.  
Proses analisis data penelitian ini dilakukan secara terus menerus, 
bersamaan, dengan pengumpulan data selesai dilakukan. Didalam melakukan 
analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan yang 
terdiri dari beberapa tahapan antara lain:  
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang 
compatible terhadap penelitian, kemudian observasi langsung 
kelapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar 
mendapatkan sumber data yang diharapkan.  
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul 
dari catatan-catatan dilapangan selama meneliti. Tujuan diadakan 
transkip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang 
dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat 
penelitian dilapangan. 
3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam 
bentuk teks naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan 
mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih 
kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan. 
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4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusing 
drawing/verivication), Yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi 
yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan 
dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan 
ulang pada catatan-catatan dilapangan sehingga data-data dapat diuji 
validitasnya. 
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BAB V  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Dari data-data yang telah diperoleh dan telah dikumpulkan dari hasil 
wawancara dan dokumentasi di lapangan, kemudian akan dibahas sesuai 
dengan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Ada lima fokus 
penelitian yang akan dibahas. Pertama yaitu pengetahuan pegawai dalam 
menjalankan tugasnya, keterampilan pegawai dalam menjalankan tugasnya, 
konsep diri dan nilai-nilai pegawai dalam menjalankan tugasnya, karaktersitik 
pribadi pegawai dalam menjalankan tugasnya serta motif pegawai dalam 
menjalankan tugasnya. Berikut pemaparan penulis mengenai hasil wawancara 
yang telah dilakukan dan telah disesuaikan dengan fokus penellitian. 
V.1 Pengetahuan Pegawai Dalam Melaksanakan Tugasnya 
Tujuan organisasi akan dapat tercapai dengan baik apabila para pegawai 
mampu menjalakan tugasnya dengan baik. Pengetahuan merupakan segala 
sesuatu yang mereka ketahui tentang obyek tertentu yang merupakan 
pengetahuan umum yang dilaksanakan secara langsung atau mempengaruhi 
pelaksanaan tugas pegawai. Pengetahuan pegawai akan pelaksanaan tugasnya 
dengan baik sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas dengan 
baik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Heidjrachman dan Husnan bahwa, 
“Pengetahuan karyawan akan pelaksanaan tugas maupun pengetahuan umum 
yang mempengaruhi pelaksanaan tugas sangat menentukan berhasil tidaknya 
pelaksanaan tugas dengan baik. 
Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan 
tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan 
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yang cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan. Namun bagi pegawai yang 
belum mempunyai pengetahuan cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat. 
Pemborosan bahan, waktu dan tenaga serta faktor produksi yang lain akan 
diperbuat oleh pegawai berpengetahuan kurang. Pemborosan ini akan 
mempertinggi biaya dalam pencapaian tujuan organisasi. 
Menurut Spencer dan Spencer (1993), dikutip oleh Sutoto (2004), cluster 
pengetahuan meliputi kompetensi analytical thinking (AT), conceptual thinking 
(CT), technical/professional/managerial expertise (EXP) 
1. Analytical thinking (AT) adalah kemampuan memahami situasi dengan 
merincinya menjadi bagian-bagian kecil, atau melihat implikasi sebuah situasi 
secara rinci. Pada intinya, kompetensi ini memungkinkan seseorang berpikir 
secara analitis atau sistematis terhadap sesuatu yang kompleks. 
2. Conceptual thinking (CT) adalah memahami sebuah situasi atau masalah 
dengan menempatkan setiap bagian menjadi satu kesatuan untuk 
mendapatkan gambar yang lebih besar. Termasuk kemampuan 
mengidentifikasi pola atau hubungan antar situasi yang tidak secara jelas 
terkait; mengidentifikasi isu mendasar atau kunci dalam situasi yang 
kompleks. CT bersifat kreatif, konsepsional, atau induktif. 
Expertise (EXP) termasuk pengetahuan terkait pada pekerjaan (bias 
teknikal, profesional, atau manajerial), dan juga motivasi untuk memperluas, 
memanfaatkan, dan mendistribusikan pengetahuan tersebut 
Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat 
daerah di bidang pemerintahan umum yang meliputi bidang pengawasan, 
ketentraman dan ketertiban umum, penanggulangan bencana, kependudukan, 
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kesatuan bangsa dan politik serta kerjasama. Bagian Pemerintahan Umum 
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi 
yaitu sebagai berikut: 
a. penyiapan bahan dalam perumusan kebijakan bidang pemerintahan umum; 
b. penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dalam 
proses perencanaan bidang pemerintahan umum; 
c. penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dalam 
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan umum; 
d. penyiapan bahan penyusunan laporan bidang pemerintahan umum;  
e. pelayanan administrasi di bidang pemerintahan umum; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh asisten bidang pemerintahan. 
Subbagian Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam 
perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan tugas di bidang 
kependudukan. Uraian tugas Subbagian Kependudukan meliputi: 
a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja serta 
kegiatan subbagian kependudukan; 
b. merencanakan kegiatan Subbagian kependudukan berdasarkan 
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan 
kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; 
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian 
kependudukan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan 
efisiensi pelaksanaan tugas; 
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan 
Subbagian kependudukan dengan memberikan arahan baik secara 
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tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang 
tugasnya masing-masing; 
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian kependudukan 
dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan 
yang berlaku; 
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di 
lingkungan Subbagian kependudukan guna penyempurnaan lebih 
lanjut; 
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian kependudukan 
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai 
bahan dalam peningkatan karier; 
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 
lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program 
pada Sub Bagian kependudukan sebagai pedoman dan landasan 
kerja; 
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan akuntabilitas 
kinerja triwulan, semester dan tahunan di lingkungan Subbagian 
kependudukan; 
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan 
informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di 
lingkungan Subbagian kependudukan; 
k. menyiapkan bahan-bahan  dalam rangka penyusunan kebijakan, 
pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-
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program kerja di lingkungan Subbagian kependudukan serta program 
kerja tahunan; 
l. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 
penyusunan program-program di lingkungan Subbagian 
kependudukan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka 
pemecahan masalah; 
m. menghimpun dan menginventarisasi dalam rangka perumusan 
kebijakan bidang kependudukan; 
n. melakukan koordinasi terhadap satuan kerja perangkat daerah dalam 
proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
bidang kependudukan;  
o. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah melalui 
Kepala Bagian Pemerintahan Umum dalam pelaksanaan tugas 
Subbagian kependudukan; dan 
p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 
Pemerintahan Umum baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan 
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian 
Pemerintahan Umum. 
Dari hasil penelitian langsung dilapangan mengenai pengetahuan pegawai 
dalam melaksanakan tugasnya di Sekertariat Daerah Kabupaten Barru ialah 
bahwa dalam menjalankan tugas-tugasnya pegawai di Kantor Sekertariat Daerah 
Kabupaten Barru telah melaksanakan segala sesuatunya dengan baik dan 
mengerti akan setiap tugas-tugas yang diberikan. Hal ini berdasarkan hasil 
wawancara terhadap AAR selaku Kepala bagian pemerintahan umum di 
Sekretariat Daerah Kabupaten Barru menjelaskan: 
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“Pegawai di sini telah memahami secara pasti tugasnya 
sebagai ASN yang  menjadi pedoman bagi masyarakat secara 
umum, jika pegawai memiliki masalah, maka mereka akan 
mengkonsultasikan ke atasan mereka dan meminta solusi 
atas masalah tersebut. Penyampaiannya pun dilakukan 
secara formal namun masih berdasarkan kedekatan 
kekeluargaan sehingga pegawai merasa bagian dari satu tim 
kerja, bukan sebagai pesuruh semata, sebaliknya atasan 
dalam memberikan pengarahan tidak otoriter sehingga 
bawahannya dengan mudah menyampaikan keluhannya”.  
 
 Pegawai di Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Barru mendapatkan 
arahan-arahan mengenai tugas-tugas yang dilaksanakan untuk menambah 
pengetahuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Akan tetapi yang 
disayangkan bahwa di Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Barru ini para 
pegawai belum mendapatkan pelatihan-pelatihan yang memadai guna 
meningkatkan keefektifitasan pegawai dalam bekerja serta untuk menambah 
pengetahuan pegawai. Pemberian pengawasan serta bimbingan berupa arahan- 
arahan dari atasan dalam melaksanakan pekerjaannya pun telah dilakukan untuk 
menunjang produktivitas pegawai sehingga pegawai berkinerja baik dalam 
bekerja.  
 Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan 
kebijakan penataan kelembagaan, pelaksanaan analisis jabatan dan penataan 
tatalaksana. Bagian Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud menyelenggarakan fungs sebagai berikuti: 
a. penyiapan bahan dalam perumusan kebijakan penataan kelembagaan; 
b. penyiapan bahan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan analisis 
jabatan; 
c. penyiapan bahan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan  penataan 
ketatalaksanaan; 
d. pelayanan administrasi dalam bidang organisasi;  
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e. penyiapan bahan penyusunan laporan bidang organisasi; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum. 
Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam 
perumusan kebijakan dan penataan kelembagaan perangkat daerah. Uraian 
tugas Subbagian Kelembagaan meliputi: 
a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja serta 
kegiatan Subbagian Kelembagaan; 
b. merencanakan kegiatan Subbagian Kelembagaan berdasarkan 
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan 
kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; 
c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian 
Kelembagaan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk 
dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi 
pelaksanaan tugas; 
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan 
Subbagian Kelembagaan dengan memberikan arahan baik secara 
tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang 
tugasnya masing-masing; 
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Kelembagaan 
dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan 
yang berlaku; 
f. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di 
lingkungan Subbagian Kelembagaan guna penyempurnaan lebih lanjut; 
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g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Kelembagaan 
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai 
bahan dalam peningkatan karier; 
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 
lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada 
Subbagian kelembagaan sebagai pedoman dan landasan kerja; 
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan akuntabilitas 
kinerja triwulan, semester dan tahunan di lingkungan Subbagian 
Kelembagaan; 
j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan 
informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di 
lingkungan Subbagian Kelembagaan; 
k. menyiapkan bahan-bahan  dalam rangka penyusunan kebijakan, 
pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program 
kerja di lingkungan Subbagian Kelembagaan serta program kerja 
tahunan; 
l. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 
penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Kelembagaan 
serta  menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah; 
m. menghimpun dan menginventarisasi dalam rangka perumusan 
kebijakan bidang kelembagaan; 
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n. melakukan koordinasi terhadap satuan kerja perangkat daerah dalam 
proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
bidang rumah tangga;  
o. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait 
melalui Kepala Bagian Organisasi, dalam pelaksanaan tugas 
Subbagian Kelembagaan; dan  
p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi 
baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Organisasi. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan ASM Selaku Kepala Bagian 
Organisasi mengatakan: 
“Pimpinan di lembaga ini khususnya bagian organisasi, 
menerapkan pola kerjasama saling melengkapi, maksudnya 
bawahan menjadi tombak kerja dan pimpinan sebagai 
penggeraknya. Saat bawahan kesulitan dalam memecahkan 
suatu masalah maka diadakan rapat untuk mencari solusi 
secepatnya dari permasalahan tersebut, di sini juga tidak ada 
pembandingan antara pengetahuan pegawai yang satu dengan 
yang lainnya. Intinya kerjasama adalah kunci kesuksesan di 
bagian kami”. 
    
Pengetahuan mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang 
kinerja pegawai karena dengan adanya pengetahuan yang baik pada pegawai 
tentunya kendala-kendala yang ditemui pegawai dalam melaksanakan tugasnya 
dapat diselesaikan dengan cepat sehingga tidak memakan waktu yang lama dan 
menghambat kinerja para pegawai dan pegawai dapat menyelesaikan 
pekerjaannya tepat pada waktunya. 
V.2 Keterampilan Pegawai Dalam Melaksanakan Tugasnya 
Keterampilan merupakan salah satu faktor utama dalam usaha mencapai 
kesuksesan bagi pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya peningkatan 
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keterampilan pegawai, maka hal tersebut akan mempengaruhi keahlian pegawai 
dalam melaksanakan tugasnya. Definisi dari keterampilan itu sendiri ialah 
sebagai kecakapan yang berhubungan dengan tugas yang dimiliki seseorang 
dalam waktu yang tepat.  
Pegawai yang mempunyai kemampuan kerja yang baik, maka akan 
mempercepat pencapaian tujuan organisasi, sebaliknya pegawai yang tidak 
terampil. akan memperlambat tujuan organisasi. Untuk pegawaipegawai baru 
atau pegawai dengan tugas baru diperlukan tambahan kemampuan guna 
pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Menurut Spencer dan 
Spencer (1993), dikutip oleh Sutoto (2004), cluster keterampilan meliputi 
kompetensi concern for order (CO), initiative (INT), impact and influence (IMP), 
dan information seeking (INFO). 
 Concern for order (CO) merupakan dorongan dalam diri seseorang untuk 
mengurangi ketidakpastian di lingkungan sekitarnya, khususnya berkaitan 
dengan pengaturan kerja, instruksi, informasi dan data. 
 Initiative (INT) merupakan dorongan bertindak untuk melebihi yang 
dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa 
menunggu perintah lebih dahulu. Tindakan ini dilakukan untuk 
memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan atau menghindari 
timbulnya masalah atau menciptakan peluang baru. 
 Impact and influence (IMP) merupakan tindakan membujuk, 
mehyakinkan, mempengaruhi atau mengesankan sehingga orang lain 
mau mendukung agendanya. 
 Information seeking (INFO) merupakan besarnya usaha tambahan yang 
dikeluarkan untuk mengumpulkan informasi lebih banyak. 
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Keterampilan adalah Kemampuan teknis untuk melakukan sesuatu 
kegiatan tertentu yang dapat dipelajari dan dikembangkan. 
 Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan daerah, pelaksanaan kajian hukum dan 
kebijakan daerah serta penyelesaian sengketa hukum, bantuan hukum, 
dokumentasi dan informasi hukum. Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
a. pengkoordinasian penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah; 
b. pengkajian dan penerapan peraturan perundang-undangan; 
c. pelaksanaan dan pemberian bantuan hukum; 
d. penyelesaian sengketa hukum; 
e. pelayanan administrasi di bidang hukum; 
f. pengelolaan dokumentasi hukum; dan 
g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh asisten bidang administrasi 
umum. 
Subbagian Perundang-Undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan 
dalam perumusan kebijakan dan koordinasi penyusunan  peraturan  perundang-
undangan dan kebijakan daerah. Uraian tugas Subbagian Perundang-Undangan 
meliputi: 
a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja serta 
kegiatan Subbagian Perundang-Undangan; 
b. melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, publikasi distribusi dan 
penggandaan peraturan perundang-undangan; 
c. merencanakan kegiatan Subbagian Perundang-Undangan 
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk 
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melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan; 
d. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian 
Perundang-Undangan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan 
efisiensi pelaksanaan tugas; 
e. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan 
Subbagian Perundang-Undangan dengan memberikan arahan baik 
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang 
tugasnya masing-masing; 
f. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Perundang-
undangandan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku; 
g. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di 
lingkungan Subbagian Perundang-Undangan; 
h. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Perundang-
Undangan guna penyempurnaan lebih lanjut berdasarkan ketentuan 
yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan 
karier; 
i. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 
lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program 
pada Subbagian Perundang-Undangan Hukum sebagai pedoman dan 
landasan kerja; 
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j. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan akuntabilitas 
kinerja triwulan, semester dan tahunan di lingkungan Subbagian 
Perundang-undangan; 
k. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan 
informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di 
lingkungan Subbagian Perundangan-undangan; 
l. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, 
pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-
program kerja di lingkungan Subbagian Perundangan-undangan serta 
program kerja tahunan; 
m. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 
penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Perundangan-
undangan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan 
masalah; 
n. menghimpun dan menginventarisasi dalam rangka perumusan 
kebijakan bidang Perundangan-undangan; 
o. melakukan koordinasi terhadap satuan kerja perangkat daerah dalam 
proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
bidang Perundangan-undangan; 
p. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah melalui 
Kepala Bagian Hukum, dalam pelaksanaan tugas Subbagian 
Perundangan-undangan; dan 
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q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum baik 
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Hukum. 
Hasil wawancara dengan N selaku Kepala Bagian Hukum, menyatakan: 
“Pegawai ASN harus memiliki keterampilan kerja yang 
memadai sehingga pekerjaan dan tanggung jawab mereka 
dapat diselesaikan dengan baik. Disamping itu pengaturan 
kerja serta instruksi dari atasan kebawahan harus jelas 
sehingga tidak terjadi kesalahan nantinya. Pegawai pun 
diwajibkan memiliki inisiatif, misalnya langsung 
mengkonsultasikan masalahnya ke rekan kerja mereka 
ataupun berbicara langsung kepada atasannya guna mencari 
solusi untuk penyelesaian masalahnya, serta tugas atasan di 
sini memberikan motivasi yang universial kepada semua 
pegawai, agar mereka memiliki semangat kerja yang lebih 
baik”. 
 
Pegawai yang ada di Bagian Hukum setidaknya mengerti tentang hukum dan 
pernah menempuh pendidikan dan mendapatkan pelatihan tentang hukum agar 
pelaksanaan tugas yang diberikan dapat dikerjakan dengan baik. 
Sementara pendapat yang senada di sampaikan oleh ASM Selaku 
Kepala Bagian Organisasi mengatakan: 
“Keterampilan yang dimiliki oleh pegawai harus membuat 
pegawai memahami fungsinya sebagai abdi negara yang baik, 
sehingga segala bentuk tanggung jawab dan beban kerja 
yang diberikan kepadanya mampu diselesaikan dengan baik 
kalo perlu sempurna secara penilaian masyarakat umum”. 
 
Dalam merencanakan pengembangan pegawai, perlu adanya koordinasi 
yang cukup baik antara setiap unit kerja yang ada di dalam organisasi dengan 
bagian kepegawaian. Hal ini penting mengingat setiap unit kerja lebih 
mengetahui kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai yang berada di unit 
kerja tersebut. Bagian kepegawaian harus dapat melakukan perencanaan 
pengembangan kompetensi pegawai agar organisasi memiliki ketersediaaan 
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pegawai yang dapat melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Dengan 
pengembangan yang terencana maka organisasi memiliki pegawai yang siap 
pakai pada saat dibutuhkan untuk suatu posisi, jabatan  atau tugas 
tertentu.  Oleh karena itu, bagian kepegawaian berperan sebagai pendukung 
dalam pelaksanaan aktivitas pengembangan pegawai. Salah satu bentuk 
pengembangan tersebut berhubungan dengan peningkatan kompetensi yaitu, 
keterampilan pegawai di setiap unit kerja,  
Pendidikan dan pelatihan pegawai memberi kontrbusi pada peningkatan 
produktivitas, efektitas dan efisiensi organisasi.Pendidikan dan pelatihan bagi 
pegawai harus diberikan secara berkala agar setiap pegawaiterpelihara 
kompetensinya untuk peningkatan kinerja organisasi. Oleh karena ini program 
pelatihan harus mendapat perhatian  melalui perencanaan kebutuhan diklat bagi 
pegawai setiap pegawai. 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara  mengatur tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui 
pendidikan dan pelatihan. Pada Pasal 70 disebutkan bahwa setiap pegawai 
Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk 
mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi tersebut diantaranya 
melalui pendidikan dan pelatihan. Pada masa orientasi atau percobaan Pegawai 
negeri Sipil, proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun 
integritas moral dan kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan 
kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan 
memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Untuk mengembangan 
kompetensi ASN setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana 
pengembangan kompetensi dalam rencana kerja anggaran tahunan dalam 
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rangka pengembangan karir khususnya PNS. Pengembangan karier 
PNS  nantinya   harus mempertimbangkan  kompetensi: 
1. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi 
pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja 
sebcara teknis. 
2. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan 
structural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpianan. 
3. Kompetensi social cultural yang diukur dari pengalaman kerja 
berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan 
budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. 
Dengan demikian keterampilan berarti penguasaan terhadap berbagai 
teknik, prosedur serta peraturan yang berhubungan dengan bidang tugas yang 
dimiliki anggota organisasi. Dari hasil penelitian langsung di lapangan dapat 
diketahui bahwa keterampilan pegawai dalam melaksanakan tugasnya di 
Sekertariat Daerah Kabupaten Barru ialah bahwa setiap pegawai tidak di 
haruskan memiliki keterampilan khusus, melainkan cukup mengerti dalam 
menjalankan tugas-tugasnya dengan dapat menggunakan sarana prasarana 
yang disediakan di Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Barru sebagai alat 
penunjang kinerja para pegawai yang ada. 
Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Barru juga telah melakukan upaya 
untuk meningkatkan kinerja para pegawai telah dilakukan dengan cara 
pengawasan atau monitoring yang dilakukan secara langsung dari tiap-tiap Kasi 
sesuai dengan bagian-bagiannya atau bidangnya. Dengan demikian kinerja para 
pegawai semakin meningkat, meskipun para pegawai tidak mendapatkan 
pelatihan-pelatihan khusus guna lebih memaksimalkan lagi keterampilan yang 
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mereka miliki sebagai penunjang untuk meningkatkan kinerja para pegawai.  
V.3 Konsep diri dan nilai-nilai Pegawai Dalam Melaksanakan Tugasnya 
Pegawai harus memiliki konsep diri serta nilai-nilai pekerti yang baik dalam 
menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Salah satu bentuk konsep diri yang 
harus dimiliki pegawai adalah pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses 
pembaharuan makna pengalaman, hal ini mungkin terjadi didalam pergaulan 
biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda. Mungkin pula terjadi 
dengan sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan social. 
Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum 
dewasa dan kelompok dimana dia hidup.  
Konsep diri dan nilai-nilai merujuk pada sikap. Disamping pengetahuan 
dan ketrampilan pegawai, hal yang perlu diperhatikan adalah sikap atau perilaku 
kerja pegawai. Apabiia pegawai mempunyai sifat yang mendukung pencapaian 
tujuan organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan 
kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Menurut Spencer dan 
Spencer (1993), dikutip oleh Sutoto (2004), cluster ini mencakup kompetensi 
developing others (DEV), directiveness: assertiveness and use of positional 
power (DIR), teamwork and cooperation (TW), team leadership (TL), 
interpersonal understanding (IU), dan customer service orientation (CSO). 
 Developing others (DEV) adalah versi khusus dari impact and influence, 
berupa kemauan untuk mengembangkan orang lain. Esensi dari 
kompetensi ini terletak pada kemauan serius untuk mengembangkan 
orang lain dan dampaknya ketimbang sebuah peran formal. Bisa dengan 
mengirim orang ke program training secara rutin untuk memenuhi 
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kebutuhan pekerjaan dan perusahaan. Cara lain adalah dengan bekerja 
untuk mengembangkan para kolega, klien, bahkan atasan. 
 Directiveness assertiveness and use of positional power (DIR) 
mencerminkan kemauan untuk membuat orang lain selaras dengan 
keinginannya. Di sini sang pemimpin menceritakan apa yang harus 
dilakukan. 
 Teamwork and cooperation (TW) berarti kemauan sungguh-sungguh 
untuk bekerja secara kooperatif dengan pihak lain, menjadi bagian 
sebuah tim, bekerja bersama sehingga menjadi lebih kompetitif. 
 Team leadership (TL) adalah kemauan untuk berperan sebagai pemimpin 
tim atau kelompok lain. Jadi berkaitan dengan keinginan untuk memimpin 
orang lain. TL lazimnya terlihat dalam posisi otoritas formal. 
 Interpersonal understanding (IU) merupakan kemampuan untuk 
memahami dan mendengarkan hal-hal yang tidak diungkapkan dengan 
perkataan, bisa berupa pemahaman atas perasaan, keinginan atau 
pemikiran orang lain. 
 Customer service orientation (CSO) merupakan keinginan untuk 
menolong atau melayani pelanggan atau orang lain. Pelanggan adalah 
pelanggan aktual atau pelanggan akhir dari organisasi yang sama. 
  Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan 
koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas satuan kerja 
perangkat daerah di bidang pembangunan serta pengadaan barang/jasa yang 
meliputi perencanaan pembangunan, perhubungan, pekerjaan umum, sumber 
daya alam, budaya, pariwisata dan lingkungan hidup. Bagian Administrasi 
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Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
a. penyiapan bahan dalam perumusan kebijakan bidang pembangunan 
serta pengadaan barang/jasa; 
b. penyiapan bahan koordinasi dengan satuan perangkat daerah dalam 
proses perencanaan bidang pembangunan serta pengadaan barang/jasa; 
c. penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah 
dalam proses perencanaan bidang pembangunan; 
d. penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah 
dalam proses pelaksanaan dan monitoring evaluasi bidang 
Pembangunan serta pengadaan barang/jasa; 
e. penyiapan bahan penyusunan laporan bidang pembangunan serta 
pengadaan barang/jasa;  
f. pelayanan administrasi di bidang pembangunan; dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh asisten bidang perekonomian, 
pembangunan dan kesejahteraan sosial. 
Subbagian Kebijakan dan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan 
dalam perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan tugas di bidang 
kebijakan dan program. Uraian tugas Subbagian Kebijakan dan Program 
meliputi: 
a. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja serta 
kegiatan Subbagian Kebijakan dan Program; 
b. merencanakan kegiatan Subbagian Kebijakan dan Program berdasarkan 
kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan 
kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; 
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c. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Kebijakan 
dan Program agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk 
dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi 
pelaksanaan tugas; 
d. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan 
Subbagian Kebijakan dan Program dengan memberikan arahan baik 
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang 
tugasnya masing-masing; 
e. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Kebijakan dan 
Program dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku; 
f.  memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di 
lingkungan Subbagian Kebijakan dan Program guna penyempurnaan 
lebih lanjut; 
g. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbag Kebijakan dan 
Program berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan 
sebagai bahan dalam peningkatan karier; 
h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 
teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian 
kebijakan dan program sebagai pedoman dan landasan kerja; 
i. menghimpun, membuat dan mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja 
triwulan, semester dan tahunan di lingkungan Subbagian Kebijakan dan 
Program; 
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j. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan 
informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di 
lingkungan Subbagian Kebijakan dan Program; 
k. menyiapkan bahan-bahan  dalam rangka penyusunan kebijakan, 
pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program 
kerja di lingkungan Subbagian kebijakan dan program serta program 
kerja tahunan; 
l. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan 
program-program di lingkungan Subbagian Kebijakan dan Program serta 
menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah; 
m. menghimpun dan menginventarisasi dalam rangka perumusan kebijakan 
bidang kebijakan dan program; 
n. melakukan koordinasi terhadap satuan kerja perangkat daerah dalam 
proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
bidang kebijakan dan program;  
o. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait 
melalui Kepala Bagian administrasi pembangunan, dalam pelaksanaan 
tugas Subbagian Kebijakan dan Program; dan 
p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian administrasi 
pembangunan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya 
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian administrasi 
pembangunan. 
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Oleh karena itu diharapkan pegawai di bagian administrasi pembangun 
mendapatkan pelatihan yang cukup mengingat banyaknya tugas dan 
tanggung jawab yang harus dilakukan 
Menurut pendapat AL Selaku kepala bagian Administrasi Pembagunan 
menjelaskan: 
“Pelatihan yang dilakukan ditujukan untuk merefreskan 
kembali ingatan pegawai tentang fungsi dan kedudukannya 
sebagai pegawai, namun tidak menutup kemungkinan 
dampak pelatihan ada yang berpengaruh dan ada yang tidak 
terhadap pegawai tergantung dari pribadi masing-masing 
pegawai, tetapi harapan terbesar saya sebagai atasan adalah 
pelatihan memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai meski 
itu 0,1%. Untuk mengembangkan konsep diri pegawai maka 
diperlukan interaksi yang intens antara atasan dengan 
bawahan serta sesama bawahan dengan bawahan. Interaksi 
ini secara langsung membantu pegawai untuk mampu bekerja 
sama lebih aktif”. 
 
Senada dengan pendapat di atas, menurut A selaku pegawai 
fungsional umum, menyatakan: 
“Saya pribadi merasa pelatihan memberikan penyegaran 
ingatan akan beberapa hal yang sering terlupa saat saya 
bekerja. Dengan mengikuti pelatihan saya mendapatkan ilmu 
serta semangat yang lebih baik dalam memberikan pelayanan 
dan menyelesaikan tugas, serta adanya dorongan dari 
pimpinan mampu meningkatkan semangat kerja saya menjadi 
lebih baik lagi”. 
 
Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan proses 
pembaharuan makna pengalaman yang terus menerus, terjadi didalam 
pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda mungkin 
juga terjadi secara dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. 
Pendidikan seseorang dapat dianggap sebagai penunjang kualitas dan 
kapasitas seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pendidikan 
seorang pegawai sangat berpengaruh terhadap produktifitas seorang pegawai 
dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas-tugasnya. Kualitas dan kapasitas 
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seorang pegawai sangat menentukan jalannya suatu organisasi atau instansi 
tempat dia bekerja, karena seorang pegawai dianggap sebagai penggerak suatu 
instansi. 
Untuk dapat mencapai suatu keberhasilan pada sebuah instansi atau 
organisasi maka dibutuhkan pegawai-pegawai yang memiliki kompetensi yang 
baik dalam melaksanakan setiap tugas-tugasnya. Pegawai yang berkompeten 
ialah pegawai yang dianggap dapat melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya 
sesuai dengan apa yang diharapkan, namun pada keadaan yang ada 
dilapanngan pegawai mengalami hambatan-hambatan dalam menyelesaikan 
pekerjaannya yang mengakibatkan kelalaian atau ketidak tepatan dalam 
menyelesaikan tugas-tugasnya. Maka dari itu penting suatu instansi memberikan 
pelatihan-pelatihan guna menambah wawasan atau training kepada pegawai-
pegawainya sehingga dapat menjadi pegawai yang lebih berkompeten dalam 
bekerja. 
Di dalam organisasi, perilaku anggota dapat dimaknai oleh masing-masing 
anggota satu dengan lainnya sehingga terdapat interaksi yang dapat 
membangun organisasi dengan baik. Namun demikian, interaksi yang dilakukan 
tidak hanya membentuk organisasi tapi juga memberikan konstribusi bagi 
individu yang menjadi anggota organisasi tersebut. terdapat tindakan-tindakan 
yang dilakukan anggota organisasi yang membentuk organisasi dan makna 
tindakan tersebut bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain, interaksi yang dilakukan 
individu akan membentuk organisasi tapi juga sebaliknya, organisasi juga dapat 
membentuk anggota di dalamnya. Interaksi yang terjadi di dalam organisasi akan 
memberikan konstribusi dalam pembentukan konsep diri berupa nilai-nilai, emosi 
serta pikiran individu, termasuk di dalam organisasi tempat individu bekerja. 
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Ditambahkan pula oleh Steven, Susan dan Ivy (2010) mengenai komponen dari 
konsep diri, yaitu attitude, beliefs dan values. Attitudes didefinisikan sebagai 
respon individu pada hal yang disukai dan tidak disukai, misalnya sikap 
seseorang yang tenang ketika menghadapi masalah di dalam pekerjaan.  
V.4 Karakteristik Pribadi Pegawai dalam Melaksanakan Tugasnya 
Karakteristik pribadi merupakan cerminan bagaimana seorang pegawai 
mampu/tidak mampu melakukan suatu aktivitas dan tugas secara mudah/sulit 
dan sukses/tidak pernah sukses. Menurut Spencer dan Spencer (1993), dikutip 
oleh Sutoto (2004), cluster ini mencakup kompetensi self control (SCT), self 
confidence (SCF), flexibility (FLX), dan organizational commitment (OC). 
 Self control (SCT) merupakan kemampuan untuk mengendalikan emosi 
diri sehingga mencegah untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif 
pada saat ada cobaan, khususnya ketika menghadapi tantangan atau 
penolakan dari orang lain atau pada saat bekerja dibawah tekanan. 
 Self confidence (SCF) merupakan keyakinan seseorang pada 
kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan suatu tugas atau tantangan. 
 Flexibility (FLX) merupakan kemampuan menyesuaikan diri dan bekerja 
secara efektif pada berbagai situasi, dengan berbagai rekan atau 
kelompok yang berbeda; kemampuan untuk memahami dan menghargai 
perbedaan dan pandangan yang bertentangan atas suatu isu. 
 Organizational commitment (OC) merupakan kemampuan dan kemauan 
seseorang untuk mengaitkan apa yang diperbuat dengan kebutuhan, 
prioritas dan tujuan organisasi; berbuat sesuatu untuk mempromosikan 
tujuan organisasi atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi; dan 
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menempatkan misi organisasi diatas keinginan diri sendiri atau peran 
profesionalnya. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan AAR Selaku kepala bagian 
pemerintahan umum menjelaskan: 
“Pelayanan yang diberikan oleh pegawai telah maksimal 
dimana pegawai lebih mementingkan kepentingan organisasi 
atau umum dibandingkan kepentingan pribadinya. Respon 
pegawai terhadap keluhan masyarakat langsung diatasi tanpa 
memberikan batasan waktu terlebih dahulu. Hal ini membuat 
pegawai terbiasa menghadapi tekanan kerja yang lumayan 
besar dalam kehidupan sehari-harinya”. 
 
Pendapat di atas, dipertegas oleh SS selaku pegawai fungsional 
hukum dan bagian protokol menyatakan: 
 
“Kami yakin dengan kemampuan yang kami miliki sehingga 
pelayanan yang kami berikan dalam bernilai di mata 
masyarakat, disamping itu kami juga memiliki tingkat 
penyesuaian terhadap lingkungan kerja yang tinggi dan ini 
menjadi keunggulan kami sebagai abdi negara”. 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
karaketeristik pribadi pegawai mempunyai peranan penting dalam meningkatkan 
kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Barru. Tingginya respon 
pegawai dalam menindaklanjuti ketidakpuasaan masyarakat, tingginya 
kepercayaan diri pada pegawai dalam menyelesaikan tugas, cepatnya pegawai 
dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya serta pegawai mampu 
memisahkan antara kepentingan pribadi dengan golongan menjadi contoh sikap 
karkteristik pribadi yang wajib dimiliki oleh pegawai ASN saat ini. 
Faktor yang dirasakan paling menghambat kompetensi pegawai dalam 
meningkatkan kinerja di Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Barru ialah 
masalah anggaran atau dana, untuk mengembangkan kompetensi pegawai 
dalam meningkatkan kinerja perlu mengadakan pelatihan bagi pegawai-pegawai. 
Karena sumber daya manusia yang telah dimiliki oleh para pegawai saja 
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dianggap masih kurang untuk meningkatkan kinerja para pegawai dalam 
menjalannkan tugas-tugasnya. Berikut yang menjadi faktor pendukung 
kompetensi pegawai dalam meningkatkan kinerja di Kantor Sekertariat Daerah 
Kabupaten Barru ialah sebagai berikut :  
1. Sumber Daya Manusia  
Sumber daya manusia ialah salah satu faktor yang sangat penting dalam 
suatu perusahaan/lembaga disamping faktor yang lain seperti modal. Oleh 
karena itu SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi organisasi. Sumber daya manusia sangat penting peranannya dalam 
meningkatkan produktifitas pegawai sehingga mampu memberikan pelayanan  
yang baik pada masyarakat serta mampu mengembangkan keahlian dan 
kualitasnya dalam bekerja. 
2. Sarana dan Prasarana  
Sarana dan prasarana tentu sangat mendukung kompetensi pegawai 
dalam meningkatkan kinerja di Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Barru. 
Tersedianya alat kelengkapan kantor seperti komputer dapat membantu 
mempermudah kerja yang akhirnya dapat meningkatkan kinerja pegawai. Ruang 
kerja dan ruang pelayanan masyarakat yang nyaman tentu dapat mendukung 
peningkatan kualitas pelayanan public serta menunjang tingkat kinerja pegawai 
menjadi lebih baik lagi.  
V.5 Motif Pegawai Dalam Melaksanakan Tugasnya 
Motif merupakan suatu dorongan kebutuhan dalam diri pegawai yang perlu 
dipenuhi agar pegawai tersebut dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, 
sedangkan motivasi adalah kondisi yang menggerakan pegawai agar mampu 
mencapai tujuan dari motifnya. Setiap orang atau pegawai memiliki motif atau 
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alasan tersendiri mengapa ia bekerja dan melakukan sesuatu. 
Menurut Mc. Donald (dalam Sardiman 2007: 73), menyebutkan bahwa motivasi 
sebagai perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 
munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. 
Dari pengertian Mc. Donald ini mengandung tiga elemen penting yaitu bahwa 
motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu 
manusia (walaupun motivasi itu muncul dari dalam diri manusia), 
penampakannya akan menyangkut kegiatan fisik manusia; motivasi di tandai 
dengan munculnya rasa/feeling yang relevan dengan persoalan-persoalan 
kejiwaan, efeksi dan emosi serta dapat menentukan tingkah laku manusia; 
motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan dan tujuan ini akan menyangkut 
soal kebutuhan. 
Motif adalah kekuatan pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku 
guna mencapai tujuan kepuasan dirinya. Menurut Spencer dan Spencer (1993), 
dikutip oleh Sutoto (2004), Cluster ini mencakup organizational awareness (OA), 
relationship building (RB), dan achievement orientation (ACH) 
 Organizational awareness (OA) merupakan kemampuan untuk 
memahami hubungan kekuasan atau posisi dalam organisasi. 
 Relationship building (RB) merupakan besarnya usaha untuk menjalin 
dan membina hubungan sosial atau jaringan hubungan sosial agar tetap 
hangat dan akrab. 
 Achievement orientation (ACH) merupakan derajat kepedulian seorang 
pegawai terhadap pekerjaannya, sehingga terdorong berusaha untuk 
bekerja lebih baik atau di atas merupakan derajat kepedulian seorang 
pegawai terhadap standar. 
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Di era modern ini, peningkatan pelayanan dan tuntutan masyarakat 
merupakan suatu kondisi yang tidak terhindarkan, ini jelas menuntut adanya 
profesionalisme di dalam birokrasi. Untuk itu Pegawai Negeri Sipil hendaknya 
kreatif berinovasi dalam bekerja, termotivasi dan disiplin serta bekerja lebih 
secara efektif dan efisien dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung 
jawabnya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 
Dari data hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa setiap 
pegawai memiliki motif yang dapat dikatakan relative sama, akan tetapi dibalik itu 
semua penting bagi setiap pegawai tidak hanya mementingkan motif yang 
dimilikinya akan tetapi rasa tanggung jawab atas tugas-tugas yang telah 
dipercayakan kepadanya sehingga dapat memberikan pencapaian hasil yang 
maksimal. Serta untuk memberikan motivasi dan penunjang semangat yang lebih 
kepada para pegawai suatu instansi kiranya dapat memberikan bonus-bonus 
sesuai dengan pencapaian kerja yang telah diperoleh oleh para pegawai maka 
dengan demikian diharapkan para pegawai dapat lebih giat dan semangat lagi 
dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya di Kantor Sekertariat Daerah 
Kabupaten Barru. 
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BAB VI 
PENUTUP 
VI.1 Kesimpulan 
Kompetensi Pegawai di Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Barru sudah 
terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang telah dibahas 
sebelumnya, yaitu : 
1. Pengetahuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya di Kantor 
Sekertariat Daerah Kabupaten Barru mengalami peningkatan. Hal ini 
terbukti dalam melaksanakan tugas-tugasnya pegawai di Kantor 
Sekertariat Daerah Kabupaten Barru mendapatkan arahan-arahan 
mengenai tugas-tugas yang di bebankan sesuai dengan bidangnya 
masing–masing yang sangat membantu para pegawai dalam 
menyelesaikan tugas-tugasnya serta membantu pegawai untuk lebih 
memaksimalkan kinerjanya.  
2. Keterampilan pegawai dalam melaksanakan tugasnya di Kantor 
Sekertariat Daerah Kabupaten Barru  semakin meningkat dikarenakan 
pegawai merasa terpacu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 
diberikan, hal ini disebabkan oleh karena adanya pengawasan dari tiap –
tiap atasan terhadap pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 
Meskipun demikian pengawasan saja tidaklah cukup karena penting bagi 
tiap-tiap pegawai mendapat pelatihan guna mengasah keterampilan atau 
kemampuan yang dimiliki sehingga dapat memaksimalkan kinerjanya.  
3. Konsep diri dan nilai-nilai pegawai dalam hal ini pendidikan yakini sangat 
berpengaruh terhadap produktifitas seorang pegawai dalam 
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melaksanakan tugas-tugasya. Dari  hasil penelitian dapat diketahui 
bahwa latar belakang pendidikan pegawai di Kantor Sekertariat Daerah 
Kabupaten Barru berbeda-beda akan tetapi pekerjaan yang dibebankan 
tetap dapat terlaksana selama tanggung jawab pekerjaan yang diberikan 
sesuai dengan pendidikan yang ditempuh oleh para pegawai.  
4. Karakteristik pribadi pegawai dalam menjalankan tugas mempunyai 
peranan penting dalam meningkatkan kinerja pegawai di Sekretariat 
Daerah Kabupaten Barru. Tingginya respon pegawai dalam 
menindaklanjuti ketidakpuasaan masyarakat, tingginya kepercayaan diri 
pada pegawai dalam menyelesaikan tugas, cepatnya pegawai dalam 
menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya serta pegawai mampu 
memisahkan antara kepentingan pribadi dengan golongan menjadi 
contoh sikap karkteristik pribadi yang wajib dimiliki oleh pegawai ASN 
saat ini. 
5. Motif pegawai dalam menjalakan tugas-tugasnya sebagai faktor 
pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pegawai di 
Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Barru pada dasarnya relative sama 
dan juga sangat mempengaruhi kinerja para pegawai. Namun dalam 
melakukan suatu pekerjaan atau menjalankan fungsi-fungsi di suatu 
instansi perlu adanya rasa tanggung jawab pada pekerjaan atau posisi 
yang diemban oleh setiap pegawai sehingga apa yang menjadi tujuan 
pribadi dan tujuan suatu instansi tersebut dapat tercapai dengan baik 
sesuai yang diharapkan. 
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VI.2 Saran 
Dari beberapa kesimpulan diatas, maka sangat penting bagi penulis untuk 
memberikan beberapa rekomendasi atau saran sebagai berikut : 
1. Responsibilitas kinerja pegawai di Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten 
Barru dapat lebih ditingkatkan lagi dengan pelatihan-pelatihan dan 
kursus-kursus kepada pegawai sehingga pegawai di Kantor Sekertariat 
Daerah Kabupaten Barru dapat menjadi pegawai yang memiliki tingakat 
kompetensi yang baik dan dapat memaksimalkan kinerja serta 
menyelesaikan segala urusan-urusan yang selama ini terbengkalai atau 
tertunda lebih cepat atau tepat waktu.  
2. Pemerintah Kabupaten Barru harus lebih memperhatikan kualitas sumber 
daya manusia pegawai di Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Barru 
dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pegawai.  
3. Perbaikan sistem tatakelola (manajemen) urusan pemerintahan dan 
pelayanan masyarakat dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi. Dimana sekarang ini hampir semua 
instansi/organisasi perangkat daerah sudah memiliki web site, sehingga 
berbagai informasi/kebijakan bisa diakses oleh masyarakat 
4. Untuk penelitian selajutnya perlu mendapatkan informasi dari masyarakat 
terkait penilaian kompetensi pegawai. 
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tugasnya 
2. bagaimana kemampuan pegawai dalam menjabarkan masalah dalam 
tugasnya 
3. bagaimana atasan menjelaskan kepada bawahan tentang 
penyelesaian masalah tersebut 
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1. bagaimana pengaruh pengaturan kerja atau instruksi yang diberikan 
kepada bawahan 
2. bagaimana inisiatif pegawai dlam menjalankan tugasnya 
3. bagaimana proses atasan dalam memotivasi bawannya dalam 
menjalankan tugas 
C. KONSEP DIRI DAN NILAI-NILAI 
1. pernahkah bawahan mengikuti pelatihan dan bagaimana dampaknya 
terhadap kinerjanya 
2. seberapa intens interaksi atasan terhadap bawahan? Dan seperti apa? 
3. apakah interaksi tersebut dapat membuat bawahan lebih kooperatif 
untuk bekerja secara tim 
4. bagaimana pegawai dapat memahami keinginan, perasaan atau 
pemikiran orang lain 
5. seperti apa tingkat keinginan pegawai dalam melaayani 
D. KARAKTERISTIK PRIBADI 
1. bagaimana respon pegawai ketika ada tindakan ketidak puasan dari 
masyarakat 
2. bagaimana kepercayaan diri pegawai terhadap kemampuannya 
3. apakah pegawai dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan kerja 
4. bagaimana pengetahuan pegawai terhadap prioritas dan tujuan 
organisasi 
E. MOTIF 
1. apakah pegawai memahami posisi dalam organisasi 
2. apakah pegawai dapat menjalin dan membina hubungan antar 
stekholder 
3. bagaimana upaya pegawai untuk peduli terhadap pekerjaanya 
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